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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT

Menimbang

Mengingat

PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal

57 ayat (4) yang menyebutkan “Pengaturan tentang
UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis,
susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan
dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan
perundang-undangan”;

. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara beberapa UPT
dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
sehingga perlu dilakukan penambahan UPT Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga perlu
dilakukan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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)

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan Lembaran Lembaran Négara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan  Pendaftaran  Penduduk dan
Pencatatan Sipil Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama
Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013
Nomor 19);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3)
dan ayat (4) sechingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kecamatan Muara Badak dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan
Muara Badak dan Kecamatan Marangkayu.

(4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kecamatan Muara Jawa dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan
Muara Jawa, Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sanga-Sanga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sectiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 April 2014
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
td
Diundangkan di Tenggarong RITA WIDYASARI
Pada tanggal 17 April 2014
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
td

Drs. EDI DAMANSYAH, M.3{
NIP. 19650302 1994032 0171
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014

NOMOR 9

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM

-~

NIP.196711021996031001



